PUTUSAN
Nomor 1393/Pdt Gf2016/PA Tmk

s a1 i) pay

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Fengadilan Agama ¥ola Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili
perkara terteniu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan
nutusan perkara cacai talak antara:

_ umur 54 tahun, agama Isiam.

Jalan Stasiun RT.004 RW. 009 No. 23 Kelurahan Tawangsari
Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, sebagal Femohon;
melawan
_ umur 57 iahun, agama isiam,
pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat
kediaman di Jalan Letkol. Komir Kantaman Gg. Lengkong Muiva
frumah jbu  yath No. 40/119 Kelurahan Lengkongsan
recamatan Tawang Kota Tasikmaiaya, sebagai Termonon;
Pengadiian Agama tersebut;
Teian mempeiajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Femohon serta memeriksa bukii-bukfi di
persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dengan sural permohonannya fanggal 20 Seprember
2016 telab mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar ¢t Kepaniteraan
Fengadiian Agama rora Tasikmaiaya dengan Nomor
13893/Pdt GR20116/FA Tmk, tanggal 21 Sepitember 2016, dengan dalil-dalil
sebagal Derikut;
: l. Bahwa Pemohon telah menikah terhadap Termobon pada tanggal 11 Mei
1977, dihadapan Pejabat Kanior Urusan Agama Kecamaian Tawang Kota
Tasikmalaya sebagaimana ternyata dalam Kulipan Akla Nikah Nomor :

q24{3Gi1977 tanggai 11 Mei 1977;
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Bahwa seieiah menikan Femohon dengan Termohon parmah merasakan
kehidupan berumah tangga yang bahagia dan dikaruniai 3 orang anak ;
Banwa rumah tangga antara Femchon gengan Termeohon semuia
harmonis. namun sejak buian April tahun 1998 muiai goyah karena sering
terjadi persefisinan dan perengkaran yang terus menerus yang sulit untuk
didamaikan dan keadaan tersebut memuncak pada bulan pertengahan
tanun 20U2 seningga menyebabkan Pemohon  dan  [ermonon  teiah
berpisah tempat tinggal sefama kurang iebih 14 tahun lamanya:

Bahwa sebab ierjadinya perseiisinan dan periengkaran iersebui
gisebabkan Termohon tidak menerima keadaan ekonomi rumah fangga
dengan Pemonon sehingga Femohon tidak menerima keadaan tersebu;
Bahwa untuk mempertahankan keuivhan rumah tangga telah ditempuh
musyawarah baik aniara Pemochon dan Termohon dengan crang tua
masing-masing maupun dengan orang lain, hamun usaha tersebut tidak
hernasii:

Bahwa keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Temmohon sudah
tidak dapai dipenahankan iagi dan sudah fidak ada harapan beruman
tangga dengan tentram dan damat maka Pemohon berketetapan hati untuk
memiiin perceraian sebagai piiihan terahir dan semua piiihan vang ada;
Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon teian
memenuhi aiasan perceraian sepagaimana diatur daiam pasai 1% nurup
PP Nomor & tabhun 1975 jo. Pasal 116 hurup {f) Kompilasi Hokym slam,
maxa Femchon memohon kepada Y. Kelua Pengadilan Agama Kota
Tasikmalaya Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara int  agar
gapat menjatunkan putiusan sebagai berikut:

-

Mengabulkan permohonan Pemohon

Member szin kepaca +emonon [

untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon _
I i ooron sidang Fengadiian Agama Kota

Tasikmalaya:

’I\:u

iMembebanian biayva perikara menurut hukum;

_L.\.:
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Atlau apabila pengadilan agama berpendapat lain mohon puiusan yang

seadil-adilnya;

Bahwa pada han sidang yang ieiah ditetapkan Femohon teiah datang

- menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap
ke muka sidang dan tidak menyuruh orang {amn univk menghadap sebagai
wakil’kuasa hukumnya meskipun telah dipanggll secara resmi dan pamwt
menurut reiaas Nomor 1393/Pdr.GR2016/PA. Tmk tanggal 03 Qkioher 2016 dan
18 Oktober 2016 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyaia
pahwa tidak datangnya itu disebapkan suatu naiangan yang sah;

Bahwa majelis hakim ieiah menasehati Pemohon agar berpikir untuk
tidak bergerai dengan Termohaon, fetapi Pemonon tefap pada daiii-daiii
permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

taihwa perkara ini lidak dapai dimediasi karena Termochon fidak pernan
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjuinya dimuiai pemeriksaan dengan mempacakan surat permchonan
Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemaohon;

Bahwa untuk menguatkan daiii-daiil permohonan Femohen  ieiah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A Surat

a. Fotokopi KTP aias nama_
{(Pemohon} Nomor :_ Tanggal 25 Agustus 2016 yang
dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya. Bukti surat
ersebut weian diberi meteral oukup dan ieiah dicocokikan dengan asiinya
vang ternyata sesuai, lalu cieh Ketua Majelis diben tanda P.1;

b. Fotokopi Kubipan Akta hikah Nomor @ 424/38/197 7 Tanggal i1 Mel 1917
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang Kota
Tasikmaiaya, Bukii surai tersebut teiah diberi meteral cukup dan teian
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majalis
diberi tanda P.2;

c. Fotokopi Aikta Nikah Nomor : 424/36/1977 Tanggal 11 Mei 1977 yang
cikeiuarkan oieh Kantor Urusan Agama Kecamaian Tawang Koia

Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diben meterai cukup yang telah
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iegaiisir Kepaia Kanior Urusan Agama Tawang Kota Tasikmaiaya yvang

ternyaia sesuai, ialu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi
1._ umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan

wiraswasia, iempai kediaman di Jaian Siasion No.23 RT. 004 RW. (08

Kelurahan Tawangsar: Kecamatan Tawang Koia Tasikmalaya, dibawah

sumpannya memberikan keterangan sebagai berikut

- Babhwa, saksi kemal Pemohon dan Temmchon dan  memiliki
hubungan dengan Pemohon sebagai adik kandung;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada
i1 Mgl 1877,

- Bahwa, saksi mengetahui aniara Pemohon dan Termohon telah
gikaruniai 3 orang anak ;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon pada awainya rukun dan harmonis, akan etapi kurang
lebih sejak bulan April 1999, sudah tidak rukun iagi sering terjadi
perengkaran;

- Bahwa, perselisihan dan perfengkaran Pemohon dan Termohon
tersebul tdak pernah diiihat fangsung, akan tetapi diketanui hai
tersebut dari pengaduan Pemohon;

- Danwa, saksi mengeiahui yang menjadi penyebab keilidak
narmonisan rumahn tangga Pemohon dan Termohon disebabkan
karena masaian eikonoml, Termohon fidak menerima atas nafkah
yang diberikan oich Premohaon;

- Bahwa, saiksi mengeiahui antara Pemonon dan Termohon sudan
pisah rumah sejak pertengahan tahun 2002 sampai dengan
sekarang dan sudan tidak persatu iagi;

- Babwa, baik saksi maupun pihak keiuarga sudah berusaha
merukunkan Pernohon dan Termonon akan tetapi tidak berhasii;

- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Femohon dan Termohen
sudah tidak mungkin iagi dipertahankan, suiit diperanankan dan
tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga iebih baik bercerai;
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2 _ umur &1 tanun, agama isiam,
pekeriaan wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Simasari RT. 003
Rvy., U086 Keiurahan ifangkubumi kecamatan Mangkubumi Koia
Tasikmalaya, dibawah sumpabhya memberikan keterangah sebagai
perikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki
hubungan dengan Femoheon sebagai 1eman dekat,

- Bahwa, saksi mengetahui Pemchon dan Termohon adalah suami
isteri yang sah yang menikan paca il Mel 1977,

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohcn dan Termohon
teiah dixaruniai 3 orang anak ;

- Babhwa. saksi mengetanui rumah tangga Pemohon dan Termmohon
sudah tidak iagi harmonis, sering ferjadi perseiisihan dan
perfengkaran  sejak tahun 1989 yang mengakibatkan antara
Pemaonon dan Termohon sudan pisah rumai sejak seiama kurang
lebih 14 tahun lamanya sampai dengan sekarang dan selama
bemisan antara emohon dan Termmonhon tidak pernan bersatd iagi;

- Babwa, perselisihah dan pertengkaran Pernchon dan Termohon
tersebut tidak pernah diiihat iangsung, akanh tetapi diketahui hai
taersebut dar pengaduan Pemohan;

- Bahwa, saksi mengetanui penyebab perseiisinan dan pernengkaran
Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah ekonomi,
Termonon tidak menerma keadaan Pemohon yang kurang
memben nafkah;

- Bahwa, pinak keivarga sudah ada upaya mendamaikan dan
menJkunkan Pemchon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi sudan tidak sanggup jagi menskunkan Pemohon dan
Termohon karena sudah suiit dirukunkan dan sudah tidak ada
harapan dapat bersaiu iagi dan meiinai keadaan ruman tangganya

iebih baik bercerai:
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Bahwa Pemohon teiah menyampaikan kesimpuian yang pada pokoknya
tetap pada permohopan dan mohen putusan yang mengabulkan tuntutan
Pemohon;

Selanutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat daiam berita acara sidang ini merupakan bagian yang fidak terpisankan
dari putusan ini;

PER ITMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan fujuan permohonan Pemchon adalah
sebagairmana terurai di aias;

Menimbang, bahwa ternyata Termchoh, meskipun dipanggil secara
resmi dan paiui, iidak datang menghadap di muka sidang dan puia iidak
ternyata bahwa tidak datangnya ity disebabkan suatu halangan yang sah:

ivienimbang, bahwa Termohon yang dipanggii secara resmi dan paiut
gesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975, akan teiapi tidak datang menghadap harus dinyatakan ficiak hadir dan
permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

iMenimbang, bahwa oien karena itu, maka putusan artas perkara ini dapat
dijatuhkan tanga hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, banwa sesuai dengan Pasai 39 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974, jo. Pasal 85 Undang-undang Nomer 7 Tahun 1988, sebagaimana
1eiah giuban dengan Unaang-undang Nomaor 3 Tahun 2008 dan terakir diuban
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi
Hukum isiam, Majeils Hakm pada seiiap kaii persidangan ielan berusana
semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina
ruman tangga dengan rukun dan narmonis akan tetapi tidak berhasil, oieh
karea itu perkara ini harus segera diputuskan;

iMenimbang. bahwa oien karena Termohon tidak pernanh nadir di
persidangan dalam perkara agquo, maka Majelis tidak dapat memerintahkan
para piflak unuk meiaksanakan mediasi karena saiah saiu syarai agar mediasi
dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan
sebagaimana maksud pasai 7 ayat (i) Peraiuran Mahkamah Agung Repubiik

indonasia Nomor 1 tahun 2008,
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mMenimbang, banwa berdasarkan ketemuan Fasai 125 ayat (1) HiR. yaitu
putusan yang dijatilhkan tanpa badimya Termoben dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beraiasan, oieh karena itu majeiis membebani
Femchen untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktkan dalii-daiii permonhonannya,
Pemochon teiah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 sera dua orang saksi;

Menimbang, banwa bukt P.1 (Fotokopi Kanu Tanda Penduduk) yang
merupakan akfa otentik, teiah bermeterai cukup. bemazegelen dan cocok
dengan asiinya, st bukii tersebul menjeiaskan mengenai agama Pemohon,
sehingga sejalan dengan ketentuan Fasal 165 HIR bukhi tersebut telah
memenuini syarat formai dan maieriii, seria mempunyai kekuatan pembukiian
yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskrachl),

Menimbang, banhwa bukii #.2 {Fotokopi Kutipan Akita Nikah) vang
merupakan akta oteniik, telah bemmeterai cukup, bermazegeln dan coook
dengan asiinya, isi bukii tersebui menjeiaskan mengenai hubungan Pemohan
dan Termohon sebagai suami isten, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal
165 HIR bukii ersebut weiah memenuni svarat formai dan matenii, sera
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat {voliedig en
bindends hewijskrachi);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Femerintan Nomor ¥ Tanun 1975, Majeliis Hakim periu mendapatkan
keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami
isteri iiu fentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan
Temochoen;

Memmbang, bahwa saksi 1 Pemohon, adailan keluarga atay orang dekat
Pemohon dan atau Termchon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerntan Nomor ¥ 1ahun 1975 0. Fasal 134 Kompilas) Hukum isiam. Saksi
1 Pemohen sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat
fermai sebagaimana diatur daiam Fasai 145 ayai | angka 3e HilR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai hubungan
Femohon dan Termohon serfa mengenai keadaan rumahn tangga Femobon dan

Termohon, adalah fakta yang tidak pemah dilihat langsung, akan tetapi
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diketahui hai tersebut dari pengaduan Pemohon dan relevan dengan daiii yang
harus dibuktikan cleh Pemohon, oleb karena itu keterangan saksi tersebut telah
memenuiti syaral materii sebagaimana teiah diawr daiam FPasai 171 HIiR
sehingga keterangan saksi tersebut memilki kekuatan pembuktian dan dapat
diterima sebagai aiat buidi;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, adalah keluarga atau crang dekat
Femohan dan atau {ermohon sesual dengan Fasal 22 ayat {2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi
Z Pemonon, sudah dewasa dan sudanh disumpan, sehingga memenuni syarat
formal sebagaimana diatur datarn Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

iienimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon meangenai hubungan
Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan
diketahui hal tersebut dari pengaduan Pemohon dan relevan dengan dalil yang
narus dibukiikan oieh Pemonon. oieh kKarena itu keterangan saksi iersebut ieian
memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR
seningga keierangan saksi tersebut memiiiki kekuatan pembukiian dan dapat
diterima sebagai alat bukti;

ivienimbang. bahwa Kelerangan saksi | dan saksi 2 Pemochon
persesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh kareha jtu
keterangan dua crang saks! iersebut memenuhi Pasai 171 dan Fasal 172 HIR;

Menimbang, babwa berdasarkan bukli 7.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2
temohon, ierbuki fakta kejadian sebagai berikut:

I. Bahwa Pemchon dan Termohon beragama Islam dan Termohon
hertempat ingeat di wilayan Kota [asikmaiaya;

2.  Bahwa Pemohon dan Termohcn merupakan suami isteri yang menikah
pada tanggai i iMei {877 oi Kecamatan Tawang Kota Tasiikmaiaya;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan
teiah dikaruniai 3 orang anaic ;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan April 1989

hingga saat ini sudah tidak rukun iagi sering berseiisih dan bertengkar:
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3. Bahwa perseiisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Temohon
disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon tidak menerima atas
naikah yang diberikan oieh Pemaonon;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon

- dan Termohoh sudah pisah rumnah sejak penengahan tahun 2002 dan
selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul iagi dan fidak
melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana
layaknya suami isteri;

7. Bahwa, bdik majelis nakim daiam persidangan, maupun pinak keiuarga
Femohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemecinon dan
Temmoehon dan sudan ada upaya musyawaran dua kKeiuarga uniuki
merukunkan Pemchon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasii, karena
Femenon bersikuikuib ingin bercerai dengan Termechon;

3.  Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemochon
dan Termohaon, Karena sudah suiii merukunkan Femohon dan Termonon
dan sudah tidak ada harapar lagi keduanya dapat rukun dalam rumah
fangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpuikan Takia nukum sebagai berikui:

I. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama isiam dan Temmohon
beriempat  tinggai di wilayah yuridiksi Pengadiian Agama Kota
Tasikmaiaya;

2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adaiah pasangan suami isteri yang
sah;

3. Bahwa dalam rumahn tangga Femonhon dan 1ermonaon sudan fidak rukun,
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus:

4,  Babhwa sudah ada upaya yang maksimai untuk merukunkan Femohon dan

Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Lh

Banwa, ruman tangga Femohon dan Termmohon teiah pecah (matiage
- breakdown) sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Terrmohon
- sudan tidak ada harapan untuk diperiahankan iagl {(onheei Baar

fweespalt);

Hakamah B arl 14 haliaman, PUtusan Nomer - 15494/Pniaf 016/ P8, | mK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

.

Bahwa aiasan perceraian Pemohon iidak disebabkan suaiu perbuatan
yang melawan hukum,

ivienimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majeils dapat

mengkonstituir sebagai berikut;

L.

L

Bahwa Pemohon dan Termohon bperagama isiam dan Termonon
bertempat tinggal di wilayah vyundiksi Pengadilan Agama Kota
Tasikmalaya, maka sesuail dengan keteniuan pasai 42 ayat (1) dan (2), io.
pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana
diubah dengan uUndang-undang Nomor 3 Tanun 2008 dan perubahan
kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat
(i) Undang-undang Nomor i Tahun 1974, jo. Pasai 20 ayai (i} Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat {1} Kompfiasi Hukum
isiam, perkara ini merupakan kompeiensi reiatii Pengadiian Agama Kota
Tasikmalaya;

Bahwa Pemohon dengan Termohon adaian suami isteri yang sah dan
belum pemah terjadi percerailan menurut hukum dan perundang-
undangan yang beriaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomaor i
Tanun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai
hak dan kepentingan uniuk mengajukan tuniutan daiam sengketa
perkawinan dalam perkara ini (persone standi in judicio), dan perkara ini
menjadi kompetensi abseiut Fengadiian Agama;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termmohon sudah fidak rukun dan
teiah teriadi perselisihan dan pertengkaran yang ierus menerus:

Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan
Termonon, akan ielapi Pemonon menyatakan tetap bersikukuh untuk
bercerai dengan Termchon;

Bahwa, ruman fangga Femonon dan Termonon sudan iidak ada harapan
uniuk dipertahankan lagi (onheel baar tweespalf), sehingga tujuan
pernikahan uniuk membina keluarga sakinah, mawadaf, warohimai
sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo.
Pasal 3 Kompiiasi Hukum isiam dan sebagaimana dimaksugkan ai Guran
Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Haiaman 10U darl 14 haiaman, PUTLSaN NOMOr @ 1993/ Fano/ 010/ FA, 1mK.
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Disclaimer

h. Bahwa memaksakan uniuk mempertahankan Kkondisi rumah iangga
Pemohaon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk
dipertahankan iagi, akan menhimbuikan mafgadat yang iebih besar darn
pada manfaatnya, padahal menoiak mafsadat diutamakan daripada

mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Figiyah;
! la Ao adda auiddall ¢

“Menoiak kerusakan Jebih didahuiukan dan pada mengambif kebaikkan®

7. Bahwa karena rumah iangga Pemochon dan Termahon sudah tidak rukun,
teiah terjadi perseiisinan dan periengkaran yang terus menerus, dan fidak
ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta
hukumn tersebut teiah memenuni aiasan perceraian sebagaimana diatur
dalam Pasal 19 buruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1875 jo
Pasai 11% hurui () Kompiiasi Huikum isiam, sehingga permohonan
Pemohon patut untuk dikabulkan;

¥. Bahwa alasan perceraian Pemohon tdak disebabkan suatu perbuatan
yang melawan hukum (onrechimatige daad), maka sesuai Pasal 125 (1}
HiR permohonan Pemonon dapat dikabuikan dengan versiek:

Menimbang, bahwa seiama perkawinan Pemchon dan Termonon telah
bergaui sebagaimana iayaknya suami isteri (ba'da duknui), dan berdasarkan
catatan perubanan NTR dalam P.2 antara Pemohon dan Termohon belum
pernah bercerai, oien karena fiu taiak Pemonon ternadap Termonon yang akan
dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118
Kompiiast Hukum isiam. Majeiis Hakim dapat mengabuikan permononan
Pamohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatubkan talak satu
raji terhadap Termohon di hadapan sidang PFengadiian Agama Kota
Tasikmaiaya;

Menimbang bahwa raiak ral’i merupakan taiak yang dijatuhikan olen
seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum
gari taiak raj’i adaiah suamt bermai nijuik seiama isteri daiam masa iddah, dan
bilama mana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat

hidup bersama kempbalii, terkecuail dengan akad nikah yang baru;

Halaman 11 dan 14 naiaman, Futusan Nomor ; 1s4:3/4dr 0 2000 Ea, | mE.
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Menimiang, bahwa berdasarkan Pasai &4 Undang-undang Nomor 7
Tahun 1289 sebagaimanra telah diubah dengan Undang-undang Nomar 3
Tahun 206 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tanun
2008 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya
diperintankan untuk menginmikan saiinan penetapan ikKrar taiak Kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan
Termohon bertempat tinggai dan kepada Fegawai Pencatal WNikah Kantor
Urusan Agama di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

wMenimbang, bahwa karena perkara & guo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1} Undang-Undang Nomor 7 Tahun 198%
sebagaimana ieiah diubah dengan Undang-Undang Momor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradiian Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemonon;

Menimbang, bahwa berdasarkan periimbangan-pertimbangan tersebut
digias, maka daiam musyawaran majgis ielan perkesimpuian yang pada
pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal daiam peraiuran perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGALHLI
1. Menvatakan Termohon yang ielah dipanggil secara reami dan patut uniuk

menghadap di persidangan tidak hadir;

Mengahbulkan permohonan Pemohon dengan verstek

2.
3. Memberi izin kepada Pemohon_

untule meniatubkan talak sate rali terhadan Termohon _
_ di depan sidang Pengadilan Agama Kota

4. Memerintahkan Panitera Fengadilan Agama Kota Tasikmalaya, untuk
mengirimkan saiinan peneiapan ikrar Taiak kepada Pegawai Pencatat Nikan
Kantor Urusan Agama Kecamaian Tawang Kota Tasikmalaya uniuk dicaiat

daiam daftar yang iersedia uniuk itu ;

Ratarmah 12 darl 14 hasamah, PUtusah Nemor - LSS/ Pt Gf 20/ PA. | mK.
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5. Membebankan kepada Pemohon uniuk membayar biaya perkara sejumian

Rp. 456000.- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan daiam rapat permusyawaraian iiajelis Hakim yang
difangsungkan pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2016 Masehi, bertepatan
dengan langgai 9 Safar 1438 Hijryah, oleh kami Eiis Mariiani, S.Ag., MH.
sebagal Ketua Majelis, Supian Daelani, S$.Ag., MH. dan Lia Yuliasih, S.Ag.
masing-masing sebagal Hakim Anggota, puiusan fersebui diucapkan daiam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, cleh Ketua Maijelis tersebut
dengan didampingl cien Hakim Anggoia yang sama dan dibaniu oieh
Mohammad Ramdani, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri ocleh
Pemonon tanpa hadirnya Termohon,

Ketua iviajeiis

Hakim Anggota

Mohammad Ramdani, S.H

Halaman 13 dar 14 haiaman, PUtusan Nomor ) 1593/P0t b/ 2016 PA, TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimt inkan terjadi perr 1 teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13




Herincian Biava.
1. Pendafiaran : Rp.  30.000.-

Z. Froses : Rp.  40.000,-

3. Panggilan : Rp. 375000 .-

- 4, Redaksi : Rp. 5.000.-
5. materai : Rp. 6.000.-

Jumiah Rp. 456.000 -

tempat ratus fma pulub enam ribu rupiah)

Pemberitanuan isi
PLtUSEN VANGEEAN !\

Putusen Berkekuatan
HLERUM Teigp Tamggai - ... o
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